BAB |

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Banyak permasalahan yang berlatar belakang pada sengketa
perdata yang disebabkan oleh karena salah satu pihak merasa dirugikan
akibat hak-haknya dilanggar oleh pihak lain. Demi mempertahankan hak-
haknya tersebut, pihak yang merasa dirugikan mengagukan gugatan agar
memperoleh kembali hak-haknya yang dilanggar ke Pengadilan Negeri
sehingga dapat diperoleh keputusan yang jelas atas sengketa yang terjadi.

Daam mempertahankan hak- hak tersebut dengan didasarkan pada
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
maka untuk mendapatkan hak-hak tersebut sebagai suatu perintah untuk
melakukan eksekusi dapat segera dilaksanakan sebagai pelaksanaan
daripada putusan pengadilan.

Sita eksekusi merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa
terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan sita eksekusi
baru dilaksanakan setelah pihak tergugat dinyatakan kalah dalam proses
persidangan dan kemudian kedudukan tergugat berubah menjadi pihak
tereksekus. Kalau pihak yang kalah dalam perkara adalah penggugat maka
lazimnya bahkan menurut logika-pun tidak ada eksekusi terhadap pihak

penggugat. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam



suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku yang meminta kepada
pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang,
mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu,
menghentikan sesuatu, atau membayar sgjumlah uang.

Hukuman-hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam
putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan pengadilan. Dan salah satu
amar putusan yang demikianlah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak
tergugat sebagai pihak yang kalah. Tidak mungkin amar putusan
penghukuman seperti itu dijatunkan kepada pihak penggugat. Oleh karena
itu, berbicara mengenai eksekus putusan merupakan tindakan yang perlu
dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.

Hal tersebut di atas, terhadap putusan untuk melakukan eksekusi
sama dengan sita eksekusi, yang mana dilak ukannya penyitaan suatu barang
milik tergugat/tereksekus setelah mendapat kekuatan hukum tetap yakni
putusan pengadilan, Sita eksekus hanya dapat dilaksanakan setelah
mendapatkan surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan
penetapan tersebut. Lain lagi apa yang terjadi dalam Sita Jaminan, yang
merupakan penyitaan terhadap barang milik tergugat selama masih dalam
proses pemeriksaan perkara, dan hal ini yang menjadi perbedaan dengan sita
eksekusi. Dengan demikian sita eksekusi hanya dilakukan untuk menyita
suatu barang milik tergugat/tereksekusi yang kemudian dilakukan
pelelangan terhadap barang sitaan tersebut, dan kemudian dilakukan

pembayaran sgumlah uang untuk memenuhi kewagjiban s tereksekus



terhadap pemohon eksekusi berdasarkan putusan pengadilan  yang
berkekuatan hukum tetap.

Terhadap pelaksanaan sita eksekusi antara lain harus dipenunhi
unsur-unsur sebagai berikut :

a  Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan
yang sah.
Apabila tergugat (pihak yang kalah) tidak mau menjalankan putusan
secara sukarela, atas permintaan yang menang (penggugat), tergugat
dipanggil untuk diperingatkan. Sekiranya dia enggan menghadiri
panggilan peringatan tanpa alasan yang sah atau patu, padahal surat
panggilan peringatan sudah disampaikan secara resmi, maka sgjak
tanggal tersebut Ketua Pengadilan Negeri sudah berhak secara ex
officio memerintahkan tindakan sita eksekusi. Surat perintah sita
eksekusi berbentuk surat penetapan, yang ditujukan kepada panitera
atau juru sita.

b.  Tergugat tidak memenuhi putusan selama masa peringatan.
Tenggang masa peringatan berdasarkan pasal 196 HIR paling lama 8
(delapan) hari. Bila tergugat tidak mau menjalankan pemenuhan
putusan selama masa peringatan sesuai apa yang dihukumkan
kepadanya, sejak tanggal tersebut Ketua Pengadilan Negeri secara ex
officio tadi berwenang mengeluarkan surat perintah eksekusi.?

Surat perintah pelaksanaan sita eksekus yang ditandatangani oleh
Ketua Pengadilan Negeri jika telah dikeluarkan, maka panitera dibantu oleh
juru sita dan dua orang saksi dengan membawa surat perintah pergi
ketempat penyitaan. Panitera dan juru sita menunjukan surat perintah
kepada pihak-pihak ataupun peabat yang bersangkutan, misanya kepala
desa, camat setempat. Berdasarkan surat perintah tersebut petugas eksekusi
bertindak sebagai petugas umum (openbare ambtenaar, publik officer) yang

menurut peraturan hukum wajib melakukan jabatan umum.
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Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan dengan penyitaan harta
kekayaan milik pihak yang kalah oleh karena tidak mau menjalankan
putusan tersebut, menurut ketentuan pasal 197 HIR 208-212 RBg, penyitaan
dilakukan oleh panitera atau penggantinya dengan dibantu oleh 2 (dua)
orang atau saks memenuhi syarat menurut undang-undang, panitera atau
penggantinya membuat berita acara (proces verbaal, processreport) tentang
penyitaan itu yang ditandatanganinya dan saksi-saksi. Kepada orang yang
barangnya disita diberitahukan maksud penyitaan apabila dia hadir.
Penyitaan barang dapat juga dilakukan terhadap milik orang yang kalah dan
kebetulan sedang berada dalam tangan orang lain, tetapi penyitaan itu tidak
dapat dilakukan terhadap hewan dan barang yang dipakai menjaankan
perusahaan.

Terhadap barang yang akan disita dalam sita eksekusi, Panitera
atau penggantinya berwenang untuk menetapkan bahwa barang yang disita
akan dijua lelang oleh karena dilampaunya masa peringatan (aanmaning).
Hal ini dilakukan sebagai penjamin jumlah uang yang akan dibayarkan
kepada pihak penggugat dan dengan sendirinya dalam melunasi pembayaran
jumlah uang tersebut dengan jalan menjua lelang harta kekayaan tergugat
yang telah disita Secara khusus apabila dilakukan penyitaan terhadap
barang tidak bergerak, maka berita acara penyitaan diberitahukan terhadap
umum. Jika barang tidak bergerak (onroerend goed, unmovable goods)
sudah didaftarkan kepada kantor pendaftaran tanah, maka berita acara

penyitaan diberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang



bersangkutan. Jika belum didaftarkan, berita acara penyitaan diumumkan
oleh panitera atau penggantinya. Kemudian harus memerintahkan kepada
Kepala Kelurahan agar mengumumkan mengenai penyitaan barang tidak
bergerak tersebut ditempat itu (pasal 198 HIR, 213 RBg).>

Terhadap obyek barang yang akan di sita berada diluar wilayah
Pengadilan Negeri dimana penetapan sita eksekusi tersebut diputuskan,
maka Pengadilan Negeri yang menjatuhkan penetapan tersebut membuat
surat permohonan kepada Pengadilan Negeri dimana obyek barang yang
akan disita eksekus itu berada dan meminta Pengadilan Negeri tersebut
memberikan penetapan untuk dilakukan sita eksekusi terhadap obyek barang
yang akan di sita berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang
memutuskan penetapan untuk dilakukannya sita eksekus terhadap obyek
barang di wilayahnya.

Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan
penetapan dilakukannya sita eksekusi terhadap obyek barang tergugat yang
berada di wilayah Pengadilan Negeri Boyolali, pada kasus yang demikian,
sebelum dilaksanakannya sita eksekusi, Pengadilan Negeri Surakarta
mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Negeri Boyolali untuk
diberi ijin dan memohon dibuatkan penetapan dari Pengadilan Negeri
Boyolali yang didasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri Surakarta
untuk melakukan sita eksekus terhadap obyek barang yang akan di sita

eksekusi, maka pihak Pengadilan Negeri Boyolali berdasarkan Penetapan
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Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Surakarta, kemudian melakukan sita
eksekusi obyek barang yang diminta oleh Pengadilan Negeri Surakarta
secara bersama-sama dengan instans terkait dan kemudian didaftar
lelangkan ke Kantor Lelang Negara untuk dilakukan pelelangan obyek
barang yang di sita eksekus tersebut, jika obyek barang yang di sita
eksekusi berwujud tanah maka pihak Pengadilan Negeri Boyolali wajib
memberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah bahwa akan
dilakukan sita eksekusi terhadap tanah yang berada di wilayahnya.

Menurut ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Peraturan Pendaftaran Tanah, yang
menyebutkan bahwa,
"yang data fisk atau data yuridisnya disengketakan dan digjukan ke
Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari
Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama
pemegang haknya dan hal-ha yang disengketakan serta mencatat
didalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut”.

Dengan  demikian  Panitera  Pengadilan  Negeri  wagjib
memberitahukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah perihal wilayah
obyek sita berada, sehingga putusan/penetapan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tersebut untuk dilaksanakan mengenai hak atas tanah
dengan mengosongkan nama pemegang haknya, dan pada keadaan demikian
status obyek sita dinyatakan dalam keadaan sita atau stasus quo, sehingga
terhitung sgjak penyitaan barang itu diumumkan kepada umum, pihak yang

barangnya disita tidak boleh memindah tangankan, membebani,

menyewakan barang tersebut kepada orang lain.



Dari paparan tentang eksekusi di atas, penulis berkeinginan
mengangkat masalah sita eksekusi dalam bentuk penulisan skripsi dengan
judul : “PROSES PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI TERHADAP
OBYEK SITA EKSEKUSI YANG BERADA DI LUAR WILAYAH

PENGADILAN NEGERI SURAKARTA”.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses pelaksanaan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri
Surakarta terhadap obyek sita eksekus yang berada di wilayah
Pengadilan Negeri Boyolali ?

2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam proses pelaksanaan sita
eksekus oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap obyek sita
eksekus yang berada di wilayah Pengadilan Negeri Boyolali ?

3.  Bagaimana penyelesaian terhadap hambatan yang dihadapi dalam
proses pelaksanaan sita eksekus terhadap obyek sita eksekusi yang

berada di wilayah Pengadilan Negeri Boyolali ?

TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian skrips ini adalah :
1.  Untuk mengetahui proses pelaksanaan sita eksekusi oeh Pengadilan
Negeri Surakarta terhadap obyek sita eksekusi yang berada di wilayah

Pengadilan Negeri Boyolali .



Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan
sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap obyek sita
eksekus yang berada di wilayah Pengadilan Negeri Boyolali .

Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap hambatan yang
dihadapi dalam proses pelaksanaan sita eksekusi terhadap obyek sita

eksekus yang berada di wilayah Pengadilan Negeri Boyolali .

D. MANFAAT PENELITIAN

1

Manfaat penelitian skripsi ini adalah :

Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang proses pelaksanaan sita
eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap obyek sita
eksekus yang berada di wilayah Pengadilan Negeri Boyolali .

Bagi Masyarakat

Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat jika
mengalami proses pelaksanaan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri
Surakarta terhadap obyek sita eksekus yang berada di wilayah
Pengadilan Negeri Boyolali.

Bagi IImu Pengetahuan

Memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum Perdata tentang proses
pelaksanaan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap
obyek sita eksekus yang berada di wilayah Pengadilan Negeri

Boyolali.



METODE PENELITIAN
Dengan suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk
menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan masalah
masalah dalam suatu penelitian dan agar data-data yang diperoleh lengkap,
relevan, akurat, dan reliabel, diperlukan metode yang tepat yang dapat di

andalkan (dependable). Maka penulis gunakan metode penelitian :

1.  Metode Pendekatan.
Pada pendlitian ini menggunakan/berdasarkan pendekatan
Pada penelitian ini menggunakan/berdasarkan pendekatan Yuridis
Sosiologis®, yang dalam perspektif yuridis mempunyai maksud
mengungkapkan legalitas berupa aturanaturan asas hukum, aspek
hukum tentang proses pelaksanaan sita eksekusi oleh Pengadilan
Negeri Surakartaterhadap obyek sita eksekusi yang berada di wilayah
Pengadilan Negeri Boyolali, dan dalam perspektif empiris
dimaksudkan  untuk  mengetahui hambatanthambatan  dan
penyelesaiannya dalam pelaksanaan sita eksekusi yang obyeknya

berada diluar wilayah Pengadilan Negeri Surakarta tersebut.
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2. JenisPenditian.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian
Deskriptif,* dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin
memberi gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh
tentang proses pelaksanaan sita eksekus oleh Pengadilan Negeri
Surakarta terhadap obyek sita eksekus yang berada di wilayah
Pengadilan Negeri Boyolali.
3. Bahan Hukum Penelitian
a.  Penelitian Kepustakaan
Untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelgari dan
menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian kepustakaan
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bahan yaitu :
1)  Bahan Hukum Primer
Y aitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
a)  Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPer);
b)  Het Herzeine Indische Reglemen (HIR);
c)  UU No. 4/2004 tentang K ekuasaan K ehakiman;
2)  Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum yang terdiri dari bukubuku yang

membahas tentang sita eksekusi.

4 Penelitian Deskriptif adalah dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya., Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian
Hukum, Jakarta: Ul Press, 1986, halaman 10.
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3) Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder yaitu kamus hukum.
b. Penelitian Lapangan
1)  Lokas Penelitian
Lokas penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta dan di
Pengadilan Negeri Boyolali.
2)  Subyek Penelitian
Hakim yang pernah menangani perkara hingga sampai
pada proses pel aksanaan sita eksekusi.
Metode Pengumpulan Data
Daam pendlitian ini metode pengumpulan data yang digunakan
adalah sebagai berikut :
a  Studi Kepustakaan
Yaitu untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan
dengan mengacu pada 3 (tiga) bahan hukum diatas dengan
pokok permasalahan tentang proses pelaksanaan sita eksekusi
oleh Pengadilan Negeri Surakarta terhadap obyek sita eksekusi
yang berada di wilayah Pengadilan Negeri Boyolali.
b.  Penelitian Lapangan
Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada

obyek penelitian adalah dengan cara :



1) Observas (pengamatan)
Yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung yang
berkaitan dengan masalah pelaksanaan sita eksekusi oleh
Pengadilan Negeri Surakarta terhadap obyek sita eksekusi
yang berada di wilayah Pengadilan Negeri Boyolali.
2) Interview (wawancara)
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab
secara langsung atau tertulis dengan responden.
3)  Questioner
Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab
secara tidak langsung atau tertulis dengan responden.
c.  Pengambilan Sampel
Daam pendlitian ini menggunakan teknik non random sampling
(purposive sampling) artinya tidak semua individu dipakai/
diwawancarai, dalam hal ini adalah hanyalah hakim yang pernah
memeriksa, mengadili dan memutus perkara sita eksekusi.
Analisis Data
Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, didasarkan
pada peraturan perundang-undangan dan bukubuku literatur yang
berkaitan dengan permasalahan yang ada, selanjutnya akan dipadukan
dengan pendapat responden (narasumber), kemudian dilakukan
analisis secara kualitatif dengan mengungkapkan dan mengambil

kebenaran yang diperoleh dari peraturanperaturan tentang
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penyelesaian perkara hingga dilakukannya sita eksekusi, dan mencari
atau menemukan pemecahannya. Dan akan ditarik suatu kesimpulan

untuk menjawab permasalahan yang ada.

SISTEMATIKA SKRIPSI

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh
gambaran daam hasl skrips ini, maka secara umum penulis
mengemukakan urutan (sistematika) skripsi seperti dibawah ini :
BAB | : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

B. PERUMUSAN MASALAH
C. TUJUAN PENELITIAN

D. MANFAAT PENELITIAN
E.  METODE PENELITIAN

F. SISTEMATIKA SKRIPS|

BAB II . TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN SITA EKSEKUSI

B. PENGERTIAN SITA EKSEKUSI TERHADAP

OBYEK SITA EKSEKUSI YANG BERADA

DILUAR WILAYAH PENGADILAN NEGERI

YANG MENGELUARKAN PENETAPAN

C. OBYEK-OBYEK YANG DAPAT DILAKUKAN

SITA EKSEKUS
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D. PHAK-PIHAK DALAM SITA EKSEKUSI

E. PROSES PELAKSANAAN SITA EKSEKUS

TERHADAP OBYEK SITA EKSEKUS YANG

BERADA DILUAR WILAYAH PENGADILAN

NEGERI YANG MENGELUARKAN PENETAPAN

F. PHAK-PIHAK YANG MENJALANKAN SITA

EKSEKUS

BABIIl : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1.

Dokumen Penetapan Nomor 21/Eks/1998/PN.
Ska.
Surat Pendelegasian Nomor W9.Dv.HT.04.10-
1934.
Dokumen Penetapan Nomor 5/Pdt.Del.Eks/1998/

PN.Bi.jo 21/EKs/1998/PN.Ska.

B. PEMBAHASAN

1

Proses pelaksanaan sita eksekusi oleh Pengadilan
Negeri Surakarta terhadap obyek sita eksekusi
yang berada di wilayah Pengadilan Negeri
Boyolali.

Hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan

sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta



BABIV : PENUTUP

15

terhadap obyek sita eksekusi yang berada di
wilayah Pengadilan Negeri Boyolali.

Penyelesaian terhadap hambatan yang dihadapi
dalam proses pelaksanaan sita eksekus oleh
Pengadilan Negeri Surakarta terhadap obyek sita
eksekus yang berada di wilayah Pengadilan

Negeri Boyolali.

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



